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PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Gadut, 04 Juni 1954, umur 63 tahun, jenis
kelamin laki-laki, agama Islam, NIK 2171090406549001,
golongan darah O, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta,
tempat tinggal di Kota Batam, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Bandung Jawa Barat, 31 Desember 1956,
umur 61 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam,
NIK 2171097112569011, pendidikan SD, Pekerjaan ibu
rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20
September 2017, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar
di  Kepaniteraan Pengadilan Agama tamengan Register Nomor
XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm., tanggal 20 September 2017, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:
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1. Bahwa, pada tanggal 24 Februari 1989, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, Propinsi Riau
sesuai Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/14/11/1989 tanggal 27
Maret 1989;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di Kota Batam;

3. Bahwa, dalam perkawianan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri namun belum
dikaruniai anak;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2011
ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang
disebabkan oleh :

a. Termohon sejak tahun 2011 menderita sakit yang mengakibatkan usus
Termohon pecah dan di operasi;

b. Bahwa selama pernikahan kurang lebih 28 tahun menikah Pemohon
Termohon belum dikaruniai anak sampai saat ini;

5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon
tersebut terjadi kurang lebih pada sejak tahun 2011 Pemohon dengan
Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami istri dikarenakan
Termohon sakit dan sejak bulan Juli tahun 2017 Pemohon dengan
Termohon pisah ranjang.

6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan
musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas Pemohon sudah tidak
sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka
jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan
sidang Pengadilan Agama Batam ;

8. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dan

bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Batam;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.2171090406549001, An.
Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pemerintah Kota batam,
tertanggal 22 Juni 2016, telah bermaterai cukup dan cocok dengan
aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/14/11/1989, yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, tanggal 27 Maret
1989,telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. Saksi | Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah
tangga, tempat kediaman di Pasar Pagi Tanjung Uma,No.14, Rt.04,
Rw.04, Kelurahan Tanjung Uma , Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam,
dibawah sumapahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
anak angkat Pemohon sejak tahun 1991;
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ketika mereka

menikah saksi tidak tahu, sampai saat ini belum punya anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tanggal di Batam;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan
harmonis sejak tahun 2011, daan puncaknya tiga bulan yang yang
lalu sampai sekarang;

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah
karena Termohon sakit usus buntu setelah dioperasi tidak dapat lagi
melaksanakan kewajibannya sebagai istri, tapi sekarang sudah sehat;

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah tapi pisah
ranjang

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk tetap
mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil

Pemohon tetap ingin bercerai dan Tergugat tidak keberatan dicerai;

2. Saksi Il Pemohon, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan

swasta, tempat kediaman di Batam Nirwana Residen RT.004, RW.007,
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Kelurahan Patam, Kecamatan Sengkuang, Kota Batam, dibawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
tetanga Pemohon sejak tahun 1981;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah
pada tahun 1989, dan belum punya anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya
rukun saja, namun sejak tahun 2011 sudah tidak rukum sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon
adalah karena Termohon tidak dapat melaksanakan tanggung
jawabnya dalam melayani hubungan suami isteri, karena Termohon

pernah operasi usus buntu;

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon

bertengkar ;

Bahwa Pemohon dangan Termohon masih tinggal satu rumah tapi

sudah pisah kamar;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara
lisan yang pada pokoknya tetap pada permhonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil

secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak

ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
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Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan kentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii Permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya,
bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, dan dalam
permohonan Termohon juga bertempat tinggal di Bengkong Harapan II,
Kelurahan Bengkong Indak Kecamatan Bengkong, untuk mengajukan
perceraian ini Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama
tempat tinggal Termohon yaitu Pengadilan Agama Batam hal ini sesuai dengan
maksud Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang NO. 7 Tahun 1089 Tentang
Peradilan Agama

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang
dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
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saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatus dalam Pasal
172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang
dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2 terbukti
fakta kejadian sebagai berikut :
1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah
pada tanggal 24 Februari 1989, namun belum dikarunia anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan
harmonis sejak tahun 2011 dan sudah pisah ranjang sejak bulan Juli 2017;
3. Bahwa keluarga dan saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon

dan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa benar dan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sering
terjadi perselisihnan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, dan

tidak mungkin lagi disatukan dalam rumah tangga;
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3. Bahwa benar dan terbukti antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah

ranjang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenui norma hukum

Islam yang terkandung dalam:
1. Al-Qur’an surah Al-Bagarah ayat 227 yang berbunyi :
9 10 £ 05l MG 2ly 10 swosg £)i0
Artinya : Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan
talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha
mengetahui;

2. Kaidah Fighiyah yang artinya “ menghindari mafsadat lebih diutamakan dari

pada mengambil maslahat “;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah NO. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 hurup f
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbanagan tersebut di
atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak
raji satu kali, maka petitum permohonan pemohon mengenai izin talak raj'i
tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Batam,
diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada
Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal
dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan
Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Pemohon;
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Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanngil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Batam;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untu itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017 Masehi, bersamaan
dengan tanggal 05 Shafar 1439 Hijriyah, oleh Kami Drs. Syafi'i, M.H.
sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Mukhlis dan Drs Ahd. Syarwani, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Hesti syarifaini, S.H.I sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis Drs. Syafi’i, M.H
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp 30.000,00

2. Proses Rp 50.000,00
3. Pangilan Rp340.000,00
3. Redaksi Rp 5.000,00
4. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp431.000,00

( empatratus tigapuluh satu ribu rupiah)
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